PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang

Mengingat

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa dalam rangka menampung dan mekgal aspirasi
masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa gBtuk
menindak lanjuti Pasal 42 Peraturan Pemerintah Mo
Tahun 2005 tentang Desa , dipandang perlu menetapka
Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958ntaing
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah&mbaran
Negara Republik Indonesislomor 4438) sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahub 200
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggatangn
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah bDaera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momo
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadlom
4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambath@&mbaran
Negara Republik Indonesidomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daer@gfembaran
Negara Republik Indonesia Tahu988 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentaasa D
(Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LNRI Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
BUPATI g;&EPONTO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan gkatabDaerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga padariReah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupmklam
menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atase®@elat daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Delsa#lian sesuai
dengan kebutuhan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mebalis — batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentimmasyarakat
setempat, berdasarkan asal — usul dan adapt istetdsmpat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesategyald Republik ;
Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dangRatabDesa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan UrusareriRi@fman oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingk@ Bdalah Lembaga
yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penygégagn Pemerintahan
Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Des

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengam ndain adalah
lembaga yang sebagai unsur penyelenggara Pemerinbadsa;

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikdnRégnerintah Kabupaten
untuk desa yang bersumber dari bagian dana pergabateuangan pusat dan
Daerah yang diterima oleh Kabupaten;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutrsiagkiit APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan esaBRD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang — umdgangg dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.



BAB 11
KEDUDUKAN , FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN
KEWAJIBAN

Pasal 2
BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Peatem Desa.
Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersamal&K&zsa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala De

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rRBeraidesa dan
Peraturan Kepala Desa;

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepatéa Repada Bupati

melalui Camat;

Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan daryahahkan aspirasi
masyarakat;

f. Menyusun Tata Tertib BPD berdasarkan petunjuk teldari pemerintah
daerah; dan

g. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa daldarpemgangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa.

Q

Pasal 5
BPD mempunyai Hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan Pendapat.

Pasal 6

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan infornhasiil kinerjanya kepada
masyarakat;

(2) Penyampaian hasil Kinerja BPD disampaikanmgadiedikit 2 (dua) kali dalam
satu tahun;
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(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakuka&haii pertemuan atau media
cetak.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai Hak :

a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan Pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih; dan

e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Neg&aublik Indonesia
Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perurdamggngan;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pemggégaan Pemerintahan
Desa;

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasiongh $eutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ;

d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindakia aspirasi
masyarakat;

e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;

f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepeatingribadi, kelompok dan

golongan ;

g. Menghormati nilai — nilai sosial budaya daatadtiadat masyarakat setempat;
dan

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kergngah Ilembaga
kemasyarakatan;

BAB I11
PENCALONAN, PENETAPAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 9

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desesdmgkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah ;

(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetanggamangku adat, golongan
profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka maaydaanya,;



(3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadigatg) BPD adalah :
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es
b. berpendidikan sekurang — kurangnya tamat SdarPatau sederajat, serta
dibuktikan dengan ijjazah / STTB;
berumur sekurang — kurangnya 25 (dua pulud)ltathun;
sehat jasmani dan rohani;
tidak sedang menjalani hukuman;
tidak sedang terlibat dalam ormas atau aliggang dilarang oleh
pemerintah;
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

~® Qo

Pasal 10

(1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawdesthmufakat.berdasarkan
sistem demokrasi Pancasila;
(2) Mekanisme musyawarah mufakat adalah :

a. Pembentukan panitia musyawarah oleh PemeiDeah;

b. Panitia mengundang peserta musyawarah yadugitdari Ketua Rukun
tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pengdaa dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainya;

c. hasil rapat panitia menetapkan calon anggota;

(3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun tetapggaangku adat, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka nastdainnya.

(4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BRIalah peserta musyawarah.

(5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlatjilgpaling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, demgamperhatikan luas
wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangsa; de

(6) Tata cara pemilihan anggota BPD selanjutnyatudialengan Peraturan
dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan kegutBupati.

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mepian sumpah/janji
secara bersama-sama dihadapan masyarakat danudigehdupati.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPBgselberikut :
" Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji bahwa asakan memenuhi
kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebdikyzgi sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya; dan bahwa saya akan selaludtdain mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negarabalama saya akan



menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sestaksanakan segala
Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-larugmyg berlaku bagi
desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indénesia

Pasal 12

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketuasaty) orang wakil ketua, 1
(satu) orang sekretaris.

(2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sa¢angsung dalam rapat
BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kaliirdggn oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

(1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri ofskurang-kurangnya %2
(seperdua) dari jumlah BPD, dan keputusan ditetagh@rdasarkan suara
terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan salbisgpaihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BEBE&n keputusan
ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnggeperdua) ditambah 1
(satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BBD dilengkapi dengan
notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkamamgkap jabatan sebagai
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a. sebagai pelaksana proyek Desa,;
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompmasyarakat dan
mendiksriminasikan warga atau golongan masyatakat
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan memeruang, barang dan
atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengargputksan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
d. menyalahgunakan wewenang;
e. melanggar sumpah/janji jabatan.



Pasal 15

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahurdaaat diangkat/diusulkan
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikatny

Pasal 16

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepatia8PD;

c. telah berakhir masa jabatannya dan telah diaydi Anggota BPD yang baru.
d. melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota BPD;

e. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan ydibgfapkan dengan putusan
pengadilan;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengasafisEmdan UUD 1945.

B

Pasal 17

(1) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan melalusyamiarah mufakat dan
diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kejzesa;

(2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal aldain atau atas permintaan
sendiri diusulkan oleh BPD;

(3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapaplasetujuan 2/3 jumlah
anggota BPD.

Pasal 18

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikabeken berakhir masa
jabatannya diadakan penggantian;

(2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adasahveaktu yang belum
dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti ataurtiiéetikan;

(3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti ulkiak dengan cara
musyawarah dan mufakat oleh Anggota BPD.

Pasal 19

Selambat — lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluhj katelah penggantian
Anggota BPD, Bupati menerbitkan keputusan pengesaha



Pasal 20

(1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentilkgbelum masa jabatannya
berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD;

(2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukangda cara musyawarah
dan mufakat;

(3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalahveiddu masa jabatan yang
belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atdonerhentikan.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu @kfetariat BPD,;

(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris BPD;

(3) Sekretaris dipilih dan ditetapkan dari AnggBfD;

(4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisiuafanitia dapat dibentuk
sesuai dengan kebutuhan;

(5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnyatajkan dengan Keputusan
pimpinan BPD.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 22

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjanganaedengan kemampuan
Desa.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagairdanaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 23
(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasiopabuai kemampuan
keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap nattlam APB Desa.

BAB V
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan AmrggBPD, dilaksanakan
setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
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(2) Hal — hal yang dikecualikan :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidanahké&ga.
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahgtmmy diancam dengan
pidana mati.

(3) Tindakan pinyidikan diberhentikan secara téstaleh atasan penyidik dan
disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga). hari

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah k&fdderupa :
memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyeleaggaeanerintahan Desa;
melakukan pembinaan administrasi BPD,;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baggéta BPD.

aoow

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan Camat kepada BPD berupa :
a. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa;

b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahand)es

c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan fibaaBPD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Anggota BPD yang ada sebelum ditetapkannyatiara daerah ini tetap
melaksanakan tugasnya sampai diresmikannya An@fitayang baru.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi calon akepDesa harus
mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 28
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, makatitan Daerah Kabupaten

Jeneponto Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Peamakiesa, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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(2) Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturanr8taéni, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengantiaradan/atau Keputusan
Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggaidiangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkagundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb&abupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal 2007

BUPATI JENEPONTO

RADJAMILO

Diundangkan di: JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMR ...



